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BAB V 

SIMPULAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pada kepala desa kota pariaman utara dapat di 

simpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 

1. Optimalisasi Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Di Kota 

Pariaman Utara yaitu Kepala Desa berperan dalam membina kehidupan 

masyarakat desa, menjaga ketenteraman dan ketertiban, serta mengembangkan 

kehidupan sosial dan budaya masyarakat 

a. Kepala Desa Belum optimal dalam peraturan desa memberikan 

perananya dalam pembuatan peraturan desa dapat dilihat dari peraturan 

yang di buat oleh beberapa desa yang masih belum sama rata yang di 

uraikan ditunjukan dengan  presentase untuk desa balai naras 96%, desa 

naras 1 80%, desa manggung 96% dan padang birik-birik 100%. 

b. Kepala desa dalam pembentukan peraturan desa melibatkan perangkat 

desa, dan Masyarakat. 

c. Mengumpulkan pendapat-pendapat untuk membuat aturan untuk 

bertujuan kebaikan desa, Kepala desa dan beserta perangkatnya 

Mengadakan proses pengkajian dalam membuat peraturan secara 

bersama-sama. 

 

2. Kendala-kendala yang di hadapi kepala desa dalam membuat peraturan desa di 

Kota Pariaman Utara yaitu: 

a. Wawasan atau pengetahuan tentang Teknik penyusunan masih minim di 

kalangan perangkat desa. 

b. Kurangnya waktu yang dimiliki oleh perangkat desa dalam penyusunan 

peraturan desa  

c. perbedaan pendapat dalam penyusunan peraturan  
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3. Upaya-Upaya Dilakukan Kepala Desa Dalam Mengatasi Pembuatan Peraturan 

Desa di Kota Pariaman Utara, yaitu: 

a. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa mengenai Teknik 

penyusunan peraturan desa. 

b. Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien 

c. Berdiskusi dan musyawarah dalam menyatukan pendapat 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan maka disarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Peneliti menyarankan dalam penyusunan peraturan desa, kepala desa 

diharapkan melibatkan seluruh Masyarakat. 

2. Peneliti menyarankan dalam penyusunan peraturan desa dapat menciptakan 

desa yang memenuhi kebutuhan Masyarakat. 
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